NOMOR

1 45

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI

SERI 1 A

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR
86 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

. a. bahwa dengan adanya pergeseran anggaran belanja

langsung pada obyek, rincian obyek dan uraian belanja
untuk kegiatan pada pos beberapa Perangkat Daerah,
dan berdasarkan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, maka pelaksanaannya dapat
dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan
Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, sambil menunggu Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a sebagai landasan operasional
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019, maka perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 86 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019.



Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 1l Bekasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3663);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara republik
Indonesia Nomor 5601);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6263);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintanh Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintanh Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia  Nomor 5340);



8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Tertib Provinsi, Kabupaten,
dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6147);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor
6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesian
Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesian Tahun 2018 Nomor 33);



25.

26.

27.

28.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 450) telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 15);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);



29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah, serta Pelaksanaan dan pertanggungjawaban
Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun
2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 701);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun
2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat
di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 139);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
nomor 145/PMK.07/2018 tentang Penyalurana dan
Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana desa
Tahun anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019
untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi Dan
Rekonsilisasi Pasca Bencana Gempa Bumi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1521);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis
Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 01
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2007
tentang Penyertaan Modal Daerah Kota Bekasi
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 2
Seri A);



37.

38.

39.

40.

41.

42.

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4
Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor
04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi
Tahun 2015 Nomor 16 Seri D);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah
Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi
Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor
15 tahun 2017 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah
Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 seri A);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun
2018 Nomor 18 Seri A);

Peraturan Gubenur Jawa Barat Nomor 01 Tahun
2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
(Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
Nomor 1);

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 86 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah
Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 86 Seri A)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali
Kota Bekasi Nomor 35 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi
Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita
Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 35 Seri A).



Memperhatikan :

Menetapkan

1.

Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bekasi selaku
Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Nomor :
913/Kep.71.B-BPKAD/IV/2019 tentang Persetujuan
Pergeseran Antar Objek Dan Rincian Objek Pada
Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Langsung, Dan
Pergeseran Antar Kegiatan Yang Bersumber Dari
Dana Insentif Daerah (DID) Dalam Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019;

Berita Acara Persetujuan TAPD Nomor
900/576/BAPPEDA tentang Evaluasi Kegiatan-
kegiatan yang bersumber pendanaanya dari Dana
Insentif Daerah (DID) pada Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Tahun 2019;

Berita Acara Persetujuan TAPD Nomor 900/481-
BPKAD tentang Rapat Pembahasan Perubahan Ketiga
Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2018 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 86 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 86 Tahun
2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 86
Seri A) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Wali Kota Bekasi Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita
Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 35 Seri A), diubah sebagai

berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

terdiri atas :



1) Pendapatan Daerah
a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan
Bertambah
Jumlah

c. Lain-lain pendapatan yang sah
Bertambah
Jumlah

2) Belanja Daerah
a. Belanja Tidak Langsung

1.
2.

3.

Jumlah Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai
Belanja Subsidi

Belanja Hibah
Berkurang
Jumlah

. Belanja Bantuan Sosial

Bertambah
Jumlah
Belanja Bantuan Keuangan

. Belanja Tidak Terduga

Berkurang
Jumlah

b. Belanja Langsung

1.

Belanja Pegawai
Bertambah
Jumlah

. Belanja Barang dan Jasa

Bertambah
Jumlah

. Belanja Modal

Bertambah
Jumlah

Jumlah Belanja Langsung

Belanja
Bertambah
Jumlah

Defisit

Rp. 3.273.595.338.220,00
Rp. 1.741.696.059.000,00
Rp. 4.535.346.000,00
Rp. 1.746.231.405.000,00
Rp. 1.622.305.804.865,00
Rp.  212.044.443.300,00
Rp 1.834.350.248.165,00
Rp. 2.088.835.144.953,00
Rp. 5.000.000.000,00
Rp. 159.212.386.000,00
Rp. (301.000.000,00)
Rp.  158.911386.000,00
Rp.  97.264.960.000,00
Rp. 3.062.500.000,00
Rp. 100.327.460.000,00
Rp.  64.835.216.986,00
Rp. 484.514.947.542,00
Rp. (204.765.949.941,00)
Rp. 279.748.997.601,00

Rp.

2.697.658.205.540,00

Rp. 314.576.592.122,00
Rp. 24.952.517.525,00
Rp. 339.529.109.647,00
Rp. 2.034.615.533.505,00
Rp.  268.101.515.969,00
Rp. 2.302.717.049.474,00
Rp. 1.368.742.420.977,00
Rp.  167.385.978.491,00
Rp. 1.536.128.399.468,00
Rp. 4.178.374.558.589,00
Rp. 6.617.597.202.085,00
Rp.  258.435.562.044,00
Rp. 6.876.032.764.129,00

Rp.

(21.855.772.744,00)



3) Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Rp. 41.855.772.744,00
b. Pengeluaran Rp. 20.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 21.855.772.744,00

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini
akan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Dokumen Satuan Kerja Perangkat Daerah
(DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

3. Ketentuan Lampiran 1, Lampiran | a dan Lampiran Il diubah,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran | a dan Lampiran
Il Peraturan Wali Kota ini.
Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 19 April 2019

WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI
Diundangkan di Bekasi

pada tanggal 19 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR SERI



